
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 2I TAHUN 2O2O

TENTANC

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk meLaksanakan ketentuan Pasal 15 Perahrran

Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Musi Ra\i'as tentang Percepatan Penurunan

Stunting di Kabupaten Musi Rawas.

l. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah TinSkat II darl Kotapraja di

Sumatera Selatar (Irmbaran Negara Republik Indoneaia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 182U;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (tjmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O09 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indone8ia Tahu[ 2014 Nomor 244, Ta.mbahan L€mba.ran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana

tel,ah diubah beberapa kali terakhir dengal Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undar8-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat :
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambalan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tarnbaha-n lrcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (kmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1OO);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang

Kebliakan Strategis Pangan dan Gizi Pangan (t€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 188);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014

tentang Upaya Perbaika-n Gizi;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunart Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lmbaran Daerah Kabupa.ten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)'

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERITTURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN

PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yarg dimakaud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatsr Kabupaten

Musi Rawas.
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5.

6.

Perangkat Daerah adalal Organisasi Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

Stunting adalah kondisi dirrana Ba.lita memiliki

panjang atau tinggi badan yang kurang dari minus

dua standar deviasi indikator standar pertumbuhan

anak dari World Health Oryanizfrion (WHO), jika

dibanding dengan umrrnya.

Pusat Kesehatsn Masyarakat yang selanjutnya

disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya

disingkat Forkompimda adalah Forkompimda

8.

11.

10.

Kabupaten Musi Rawas

9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang

dituqiukm seribu Hari Pertama Kehidupan, pada

umunnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dar!

bersifat jangka pendek.

Int€rvensi Gizi Sensitif adalah intervensi berbagai

kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan

dengan Basaran masyarakat.

Upaya Perbgikaq Gizi adalah kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatsn yarrg dilakukan secara terpadu,

terintegritas dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatl(an status gizi

masyarakat dalam bentuk upaya promotit preventif,

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,

Surveil,sns Gizi adalah pengamatan secara teratui

dan terus menerus yang dilakukafl oleh tenaga gizi

terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan

maupun penyebarannya dakam suatu masyarakat

tertentu r:ntuk kep€ntingar pencegahan dan

penanggulangan.

12.
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13. Tenaga Gizi TerLatih adalah tenaga g7i lulusan

pendidika-n formal eizi, minimal lulusan Diplorna III

sizi yang mernliki sertilikat pelatihan gizi tertentu.

14. Petugas Gizi adalah ten3ga gzi atau orang yang

peduli gzi yang bekerja di fasilitas pelayanan

kesehatan.

15. Posyandu adalah safah satu bentuk Upaya

Keaehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan

untuk masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan, guna memberda)rakan

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan

dasar untuk mempercepat penurunan angka

kematian ibu dan bayi.

16. Air Susu Ibu yang Belanjutnya disebut ASI adalah

cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih,

immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein

spesifik, dan zat-zat gjqi lainnya yalg diperluken

untuk pertumbuhao dan perkembangan anak.

Pasal 2

Prinsip percepatan penurunan stunting adalah :

a. bertindak cepat;

b. akurasi;

c. p€nguatankelembagaan;

d. penggalangan kemitraan;

e. transparansi;

f. peka budaya; dan

I. akuntabilitas.

Pasal 3

Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan

status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya

manusia, generasi yang sehat darr cerdas.
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Pasal 4

Percepatan penunrnan Btunting dimaksudkan untuk

meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan

masyarakat deagan irdikator :

a. menurunnya prevalensi Kursrg Energi Kronis (KEK)

pada ibu hamil;

b. menurunnya prevalensi alemi pada ibu hamil;

c. menurunnya pravelensi Berat Badan Lahir Rendah

(BBLR) pada bayi baIL lahir;

d. meningkatnya status gizi bayi dan balita atau usia 0-

24 bulan; dan

e. meningkatnya system kewasPadaan pangan dan gizi'

BAB II

PII.AR PERENCANAAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 5

A*si bersama dan terobosan unhrk percepatan

penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar

yang meliputi :

a. komitmen dan visi Bupati;

b. kampanye dengan fokus pada pemahaman,

perubahan perilaku, komitmen politik dan

akuntabilitas;

c. konvergensi, koordinasi dal konsilidasi program

nasional, daerah dan masyarakat;

d. mendorong kebijakan zutritional food seatritg; dan

e. pemantauan dan evaluasi,

BAB III
RUANG LINGKUP

Passl 6

Ruang lingkup pcrcepatan penurunan stunting

b€rkaitan dengan upa5ra intcrvensi gizi sensitif.
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Pasal 7

(1) Sasaran kegiatan percepatan lrcnurunan stunting,

meliputi :

a. sasaran untuk intcrvensi gizi speeilik; dan

b, sasaran untuk intervensi gizi sensitif,

(2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. ibu hamil

b. ibu men5msui dan anak dibawah usia 6 bulan;

dan

c. ibu menlmsui dan anak usia 6-24 bulan.

(3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b yaitu masyarakat

umum, khususnya keluarga, staJeztalder dea

Pemerintsh Kabupaten,

BAB TV

KEGIATAN

Pasal 8

(f) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu

hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil

untuk kekurangan enerry dan protein kronis;

b. mengatasi kekurangar zat besi dan asam fotrat;

c. mengataei kekurangan yodium;

d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan

e. melindungi ibu harrril dari malaria.

(2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu

menSrsui dan anak dibawah usia 6 bulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 den Pasal 7

ayat (2) huruf b, meliputi :

a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan

b. mendorong pemberian ASI eksklusif.

6
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(3) Kegiatan intervensi gizi spesihk dengan sasaran ibu

menSmsui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf
c, meliputi :

a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga

usia 23 bulan didampingi oleh pemberian

Makarart Pendamping ASI (MP-ASI);

b. menyediakan obat cacing;

c. menyediakan suplementasi zink;

d. melakukan fortilikasi zat besi ke dalam makanan;

e. memberikan perlindungan terhadap malaria;

f. memberikan imunisasi lengkap; dan

g. Eelakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 9

Kegiatan intereensi gizi sensitif dengan sasaran

masyarakat umum sebagaimana dimaksud dal,am Paeal

6 dan Pasal 7 ayat (3), meliputi :

a. menyediakaa dan memastikan aks€s pada air bersih;

b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;

c. menyediaka! akscs kepada l,ayanan kesehatan dan

Kehrarga Berrncana (KB);

d. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (Jl(N);

e. menyediakan Janinan Persalinan (JAMPERSAL);

f. membcrikan pendidikan pengasuhan pada orang

tua;

memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

memberikan pendidikan gizi masyarakat;

memberikan edukasi kesehatan seksual dan

reproduktif, serta gizi pada remaja;

menyediakan bantuan kesehatan dan jaminan sosial

bagi keluarga miskin; dan

meningkatkan ketahanan pajrgan dan gizi keluarga.

g.

h.

i.

J.

k.

I
I
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BAB V

PENDETATAN

Bagiar Kesatu

Kemandirian feluarga

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting

dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gzi

melalui kemandirian keluarga.

(2) Start€gi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) a[lakukan terkait upaya

promotif dan preventif melalui intervensi perubahar

perilaku individu, keluarga dan maslrarakat.

(3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan

kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dart

melakukan tindakan secara mandiri yang di

damping oleh tenaga kesehatan dan kader secara

berkatra, berkesinambungan dan terintegrasi.

Pesal 11

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (3) dapat dilihat dari berbagai indikator,

yang meliputi :

a. persentase keluarga menyadari pentingnya

kesehatan dan gizi;

b. persentase keluarga mengetahui anggota

keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;

c. persentasc keluarga mengetahui upaya gizi yang

harus dilakukan; dan

d- peraentase keluarga yang memanfaatkan pelayanan

kesehatan,

Bagian Kedua

Geraka-n Masyarakat Hidup S€hat

Pasal 12

(1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting

dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

r;-PAMF KOORNIN-]t:



(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dileksanakan untuk
mensinergikan tindakan upaya promotif dan

prevcntif masalah stunting serta meningkatJ<an

produktivitas masyarakat.

Pasal 13

Gerakan masyaral<at hidup sehat sebagaimana

dimaksud Pasal 12 ayat (2) dil,aksanakan mela.lui 7

(tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

a. beraktivitas lisik yang teratur;

b. mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup dan

bervariasi;

c. tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;

d. tidak merokok;

e. memeriksa kesehatan secara rutirt dart teratur;

f. menggunakan jamban sehat; dan

g. menjqga kebersihan lingkungan.

Pasal 14

Gcrakan masyarakat hidup sehat dikampanyekan oleh

Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah

terutama guna percepatan penurunan stunting,

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 15

Crerakan S€dbu Hari Pertama Kehidupan merupakan

komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten

dan masyarakat sebagai geraksn partisipasi untuk
percepatan penurunan stunting.

Gcrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian

para peaangku kepentingan secara terEncana dan

terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun

bayi pada seribu hari pertana kehidupannya.

(1)
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Pasal 16

Gerakan s€bagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2)

dilaksanakan dalam b€ntuk antara lain :

a. p€nandatangan falrta integritas oleh pemerintah

kabupaten, masyarakat dan pemanglu kepentingan

terkaiq

b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik

formal maupun informal;

c. kampanye di berbagai media;

d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli

penurunan stunting; dan

e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Pasal 17

Gcrakan sebagaimana dimaksud Pasal 16 terintegrasi

dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah

Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana anggaraa

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan sumber Lain

yang tidak mergikat.

BAB VI

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIA

Bagian Kesatu

Fdlkqsi Gizi

Pasal 18

Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan

pemahaman tentang gizi yang dapat memengaruhi

timbulnya stunting, upaya pencegahan dan penanganan

stunting sesuai dengan siklus kehidupan.

Pasal 19

Upaya pelayanan edukasi gizi s€bagaimana yang

dimaksud Pasal 18 meliputi upaya pclayanan konseling,

dialog, diskusi dan berbagai jenis pelayanan tatap

muka.

10
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(l)
Pasal 2O

Tempat peliayanan edukasi dii sebagaimana

dimaksud Pasal t9 dilaksanakaa pada :

a. pelayanan di Posyandu terrrasuk Posyandu Balita

dan Remaja;

b. pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB), Pelayanan

Keschatan Peduli Remaja (PKPR) dart Pueat

Konseling Remaja;

c. pelayanan di Fosbindu;

d. pelayanan di Kelas lbu Hamil; dan

e. pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

standarisasi pelaksanaan edukasi gizi s€bagaimana

rtitnaksud pasal 18, pasal 19 darr pasal 2o sesuai

dengan pcdoman yang dikeluarkan Kementerian

Kesehatan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelatihan Gizi

Pasal 2l
I\rjuan pelatihan gzi yang diarahkan untuk
meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan

dalam rangka percepat penurunan stunting.

Pengetahuan, sikap dan keterampitran sebagaimana

dimaksud ayat (1) mencakupi aspek intervensi

spesifrk dan sensitif, yaitu :

a. kemampuan menerapkan pola asuh;

b. kemampuan menerapkan pola asupan;

c. kemampuan menerapkan pola makanan;

d. kemampuan menerapkan pola sanitasi; dan

e. kemampuan pcngambilan keputusan yang tepat,

cepat untuk pengobatan secara dini terhadap

penyakit/infeksi.

(21
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Pasal 22

(1) Pelatihan cizn diselenggarakan dalam upaya

peningkatan pengetahuan, pemahaman dan

keterampilan pchrgas gizi dan masyarakat dalam

upaya p€rc€patan penurunan stunting yang

bcrkualitas.

(2) Pelatihan gizi sebagaimana dimakusud pada ayat (1)

dioelenggarakan eecara periodik yang dibimbing oleh

Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Penyuluhan Gizi

Pasal 23

Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud bertujlran

sebagai berikut :

a. mensosia.lisasikart penyebab dan upaya pencegahan

dan penanganan stunting;

b. menurnbuhksn tingkat kepedulian dan kesadaran

daLam upaya percepatan penurunan stunting;

c. mengalirnSra dukungan dan kerjasama dalam upaya

percepat penurunan stunting.

Pasal 24

(l) Penyuluhan gizi di dalam gedrmg sebagaimara

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling

gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatar

lainnya sebagai bagisn dari upaya kesehatsn

peroranSan,

(2) Penyuluhan gU diluar gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (f) dilekul<an di Posyandu dan

p€rtemua!-Irrtemuan kelompok masyarakat.

Pasal 25

(1) Penyuluhan gizi dalam upaya penuruns-n stunting

dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk

konseling gizi din:ang rawat inap dan ruang rawat

jalan Berta penyuiuhan kelompok di ruang rawat
jafa&
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(2) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya

penunman stunting diselenggarakan di dalam

gedung dan diluar gedung.

BAB VII

PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasa.l 26

Fenelitian dan pengcmbangan gizi dilakukan guna

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi t€pat

guna di bidang gizi dalam rangla menentukan

int€rvensi yarg tepat percepatan penurunan

stunting.

Penerapan hasil penelitian gzi sebagaimana

dirnqlcud pada ayat (1) dilaksaflakan dengan

memperhatikan norrna-noEna yang berlaku dalam

masyarakat.

Paaal,27

Penelitian dan pengembangan Sjd, sebagaimana

dimaksud Pasal 26 dapat dilakukan oleh bcrbagai pihak
yang peduli dan memiliki kompetenei daLam upaya

pencegahan dan penanganan stunting.

BAB VIII

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 28

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi

Rawas.

Tanggung jawab percepatan penurunan stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis

dilalsanakan oleh Dinas Kesehatan.

Dalam melaksarakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan dibantu
oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting

I(abupaten.

(u
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(1) Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3)

bertugas:

a. melakukal koordinasi dan komunikasi efektif

lintas program dan lintas sektor dalam upaya

percepatan penurunan stunting;

b. mengkaji dan menganalisis permasalahan

stunting dan p€rbaikan gizi di Kabupaten;

c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas,

strategi dan program penulutran stunting di

Kabupaten;

d. melaksanakan dan mengalokasikan program

penunrnan stunting di Kabupaten dalem bentuk

kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;

e. monitoring dan mengcvaluasi program

penurunan stunting di Kabupaten;

f. memberikan sosialisasi di kecarnatan sampai

tingkat desa sehubungan dengan pmgram

penurunan stunting di Kabupaten; dan

g. menyampaikan laporan kepada Bupati secara

berkala.

Tim percepatan penurunan stunting Bebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB IX

PERAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN

Pasal 30

Badan Perenca.naan Pembanguna! Daerah Nabupaten,

bertugas :

a. melsksanakan koordinasi penencatraan pelaksanaan

percepatan penurunan stunting di Kabupaten;

b. menlrusun pedoman pelaksanaan dan indikator

keberhasilan pelaksanaan perEepatan lrcnurunan
stunting di Kabupat€n;

(2t
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c. melakukan pemantauan dan evaluasi Instruksi

Bupati kepada Beluruh Perangkat Daerah dan unsur

Forkompimda terkait; dan

indikator konvergensi dalam rangka p€rcepatan

penurunan stunting tersedianya alokasi

lrcrencanaan lrrcepatan pemrrunan stunting dan

data angt<a kemiskinan.

d.

Pasal 32

Dinas Pendidikan Kabupaten, bertugas :

a. meningkatkan lrcgiatan Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS), mendorong sekolah ramah anak;

b. penyediaan sarana sanitasi sekolah;

c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup

sehat;

d. indikator konvergensi dalam rangks percepatan

penurunan stunting tersedianya data :

- angka pendidikan kasar; dan

- angka pendidikan kasar Pendidikan Anak Usia

Did (PAUD).

Pasal 33

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten,

bertugas :

a. melakukan desimenasi informasi l,ayanan

maslrarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;

b, meLakukan kerjasama dengan komisi penyiaran yang

mendukung gerakan masyarakat hidup sehaq dan

c. indikator konvergensi dalam rargka percepatan

penurunan stunting tersedianya data akses jaringan

komunikasi.

Passl 34

Dinas Pertanian dan Pctemakan Kabupaten, bertugas :

a, mengawasi keamanan dan mutu pangan s€gar yarrg

tidak memiliki kaadungan peetisida berbahaya;
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b. meningkatkan produksi buah darl Balrur dan

mendorong pekarangan rumah untuk
menanall sayur dan buah; dan

indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penumnan stunting tersedianya data angka

keterscdiaar gizi potein hewani.

c.

Pasal 35

Dinas Perikanan Kabupaten, bertugas :

a, meningkatkan dan memperluas peLaksanaan

Gerakan Makan lkan (Gemarikan) pada masfarakati

b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

dan

c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurunan stunting terscdianya data ketersediaan

ikan atau kolam ikan sesuai dengan kearifan lokal-

Pasa.l 36

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, b€rtu8as :

a, ketersediaan dan kerawanan pangan;

b. distribusi dan cadangan pangan;

c. pnganeka ragaman dan kearnanan pangan; dan

d. indicator konvergensi dalam rangka pcrEepatan

penurunan stunting tersedianya data ketahanan

pangan.

Pasal 37

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pengairan Kabupaten, bertugas :

a. memfasilitasi penyediaan sarana aldilitaa fisik pada

kawasan permukiman darr sarana liasilitas umum;

b. mendorong dal memfasilitasi penyediaan ruang

terbuka hijau publik;

c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi

dasar fasilitas umum; dan

d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

p€nurtrnan stunting tersedianya data akses sarana

air bersih dan sanitasi yang layak.



d.

Pasal 38

Dinas Lingkungar Hidup Kabupaten, bertugas :

a,

b.

mengendalikan pencemaran badan air;

mendorong masyarakat untuk membangun dan

memanlaatkan bank sampah untuk mengurangi

timbunan sampah;

mendorong kemitraan lingkungal dan peran serta

masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan

indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurunan stunting tersedianya data cakupar bank

sampah.

Pasal 39

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten,

bertugas :

a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk
mel,aksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini

penyakit pada pekerja;

b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk
menyediakan sarana ruang menyusui,

melaksanaksn kegiatan otrah raga ditempat kerja dan

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (I(fR); dan

c, indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurunan stunting tersedianya data anska

pengangguran terbuka.

Dinas 40

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten, bertugas :

a. melakukan promosi untuk menggerakan partieipasi

kaum perempuan dalam upalra deteksi dini faktor

resiko tidak menular;

b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi

ggrakan masyamkat hidup sehat bagi keluarga,

perempuaa dan anal;
c, mendukung tedaksananya kegiatan ramah anak di

setiap Puskesma8; dan
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d. indikator konvergensi dalam rangka Percepatan

p€nurunan stunting tersedialya data desa dengan

Gerakan Sayang Ibu (GS0,

Pasal 41

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten, bertugas :

a. peningkatan promosi pola asuh dalam seribu hari

kchidupan pertama (1.OOO HPK);

b. meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana

(KB);

c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurunan stunting tersedianya data cakupart

akscptor KB dan berfungsinya salah satu program

Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan

terbentutrmya Kampung KB; dan

d. pcnyediaan konseling keBehatan dan reproduksi

untuk remaja dan keluarga.

Pasal 42

Dinas Pembangunan Masyarakat da! Desa, bertugas :

a, berkoordinasi dengan BadaJr Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten untuk

memastjkan program/kegiatan, indikator,

pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan

stunting sudah konvergen dal diakomodir dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan

kebijakan;

b. penguatan pemerintah desa dan kelembagaan

masyaiakat desa termasuk pembinaan kader

pembangunal desa;

c. mel,akukan pemantauan pelaksaaaan

program/kegiatan desa dan menelaa]1 laporan

semester desa;
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d.

e.

mengawal usulan r€ncana program/kegiatan t€rkait
pencegahan stunting rnasuk dalam rencsna

pembangunan kabupaten/kota dan desa, di bawah

koordinasi Bappcda; dan

indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penunuran stunting tersedianya alokasi dana desa

pencegalnn dan penanggulangan Btunting,

Pasal 43

Dinas Sosial Kabupaten, bertugas :

a. mendorong penguatan pelakBanaan Familg

Deuelopnvnt Sesion (FDS) pada Program Keluarga

Harapan (PKH);

b. memastikan kelompok Keluarga Miskin yang

mendapatkan bartuan sosial pangan;

c. meningkatkan akses bantuan uang tunai untuk
keluarga miskin/ PKt{; dan

d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penun:nan stunting tersedianya data disabilitas

anak dan cakupan keluarga PKH.

Pasal 44

Dinas Ferhubungan Kabupaten, bertugas :

a. mendorong peninSkatan dan kemudahan akses

mas!.arakat ke fasilitas kesehatan; dan

b. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurutran stllnting tersedianya data akses

transportasi.

Pasal 45

Dinas Kesehatan Kabupaten, bertugas ;

a. mendorong kebijakan di daerah terkait strategi

komunikasi perubahan perilaku dan komunikaai

antar pribadi yarg disesuaiksn dengan konteks

lokal;



d.

c.

meningkatlan sosialisasi keb{a}an pencegahan

sfi/int rg kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya;

pembinaan kcpada UPT kesehatan da.lam

peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi

masyarakat dan penyediaan tralmnan pengendalian

penyakit filariasis dan kecacingan aerta

meningkatkan pclayanar persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan;

mengembangkan aistem su.rveil,ans gizi lokal disertai

dengan sist€m deteksi 1€8us dan rqiukan yang

akurat, cepat darr memadai;

menyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil

Kurang Energi Kronis (KEK) da, balita kekurangan

d,d metralui penyediaan dan pendistribusian

suplementasi gizi mikrc pa.da remaja putri, wanita

usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima

tahun;

berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam

pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (S'IrBM); dan

indikator konvergensi dalarn rangka percepatan

penumnan stunting ters€dianya data :

- angka kesakitan kasar;

- angka kesakitan diare pada balita;

- angka kesakitan campak pada balita;

- angka kesakitan pneumonia pada balia;

- angka kunjungan ke Puskesmas;

- angka rasio tenaga gizi; dan

- angka rasio tenaga bidan.

Pasal 46

Badan Narkoba Nasional Kabupatcn, bertugas :

a. mendorong darr mengawal desa bebas dari

penggunaan, peredaran Narkoba; dan

o
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b. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurunan stunting terbenhrloya Deaa Bersinar.

Pasal 47

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Kabupaten, bertugas :

a. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif

untuk peserta program Jamininan Kcsehatan

Naeional (JKN) termasuk upaya pencegahan

sekunder dan deteksi dini penyakit;

b. indikator konvergensi dalam ralgka percePatan

penrrunan stunting tersedianya data cakupan

kepcsertaan Jaminan Kesehatan Nasionat (JKN)'

Pasal 48

Kantor Kementerian Agama KabuPaten, bertugas :

a. melal<sanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk

mendorong perilaku hidup sehat dajr Peningkatsn

status gizi calon pengantin;

b. memperkuat Fungei Pusat Kesehatan Pesantren

(Poskestren) sebagai upaya kesehatan madrasah

sebagai madrasah ramah anak; dan

c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurutran stunting Grsedianya data angka

pemikahan dini.

Pasal 49

Kecanatan dalam wilayah Kabupaten, bertugas :

a. mendukung dan melaksanakan kegiatan

pemanfaatan pekarangan rumall untuk

meningkatkan taraf hidup dengan menanam sayur,

buah dan kolam ikan; dan

b. mel,aksanakan kegiatan yang mendukung gerakan

masyarakat hidup sehat,

PAft.iF iraa



d.

e.

Pasal 5o

Kepala Desa dan Lurah dalam wilayah KabupaGn,

b€rtugas :

a. mcngajak dal mendorong masyarakat untuk

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan

pencegahan stunting;

b. melaksaaakan aturan dalam penggunaan anggaran

yang bcrhubungan dengan kegiatan pencegatral

stunting;

c. melaksanakan kebijakan dalam p€ncegahan

snrnting;

melaporkan pelaksanaan pencegahan stunting: da.rr

indikator konvergensi dalam rangka percepatan

penurunan stunting tersedianya data :

- argka kuqjungan Posyandu dan cakupan

penimbangan;

- berfungsinya kelas ibu hamil;

- cakupan jamban sehat;

- cakupan keaktifan kader kesehatan desa dengan

imunisasi lengkap;

- cakupan kunjungan ibu hamil;

- cakupan persalinan; dan

- cakupan ASI Eksklusif.

BAB X

PENJAMAHAN SASARAN PERCEPATAN

PENURUNAN STUNTING

Pasal 51

(1) Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi

upaya :

a. promotif (upaya peningkatan status kesehatan);

b. preventif (upaya pencegahan);

c. penanganatr kasus stunting dan/atau gizi buruk;

dan

d. penanganan rujukan stunting dan/atau gizi

buruk.



(1)

(21

(2) Pelaksamsn upaya sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan secara sinergis deogan melibatlan semua

komponen stakeholder dan/atau Perangkat Da€rah.

Pasal 52

Felaksanaan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 51

ayat (2) melalui upaya konvergensi stunting.

Kriteria keberhasilan upaya konvergensi sebagai

berikut :

a. pogram/kegiatan Nasional, daerah, dan desa

sebagai penyedia layanan intirvensi gizi spesifik

dan gizi sensitive dilaksarakar secara terpadu

dan terintegrasi sesuai lcewenangal;

c.

Layanal dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi

sensitive tersedia dan dapat diakses bagi

kelompok masyaralat yang membutuhkan,

terutama rumah tanqgra 1.Ooo HPK (ibu hamil,

ibu menyusui dan anak usia O-23 bulan); dan

kelompok sasaran Prioritas menggunakan dan

mendapatlen mEnfaat dari layanan tersebut.

Pasal 53

(U Tahapan konvergensi stunting sebagaimana yang

dimaksud mencakupi :

a. identifikasi kasus stunting;

b, penruar.man rencana aksi daerah;

c. pen]rusunan rencana stunting tingkat KabuPaten;

d. penyrsunan regulasi percepatan penurunan

otuntjng;

e. pelatihan kader kesehatan;

f, system pengelotraan data dan informasi; daJr

g. pengukuan tumbuh kembang balita.



(21 Pedoman upaya konvergensi Btulting mengacu

panduan konvergensi Program/kegiatan percePatan

Fncegahan stunting yang dikeluarkan oleh Tim

Nasional Pcrcepatan Pcuanggulangan Kemiskinan

FNP2K).

Pasal 54

Dalam upaya percepatan penurunan stunting

difakukan penajaman sasaran wilayah intervensi

melalui evaluasi, review sasaran dan kinerja.

Upaya penajamar sasaran sebagaimana dimaksud

ayat (U dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun.

(3) Dasar pertimbangan penqiaman sasaran percelatan

penurunan stunting dapat meqiadi dasar perluasan

cakupan, wilayah atau jangkauan program.

Pasal 55

Penajaman sasara-n wilayah percePatan penurunan

stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3)

didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :

a. tingginya angka kejadian stunting;

b. perlunya efesiensi sumber daya;

c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas

percepatal penurunan shrntinS; dan

d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.

BAB )O

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

Masyarakat memiliki kesempatan untuk be4reran

seluas-luasnya dalam mewujudksn peningkatan

Btatus gizi individu, keluarga dan masyarakat,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Dalam rangka penurunan stunting dan

intervensinl.a, masyarakat dapat menyampaikan

pernrasalahan, masukan dan/atau cara pem€cahan

masalah mengcnai hal-hal dibidang kesehatan dan

gzi.

(1)

l2l
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BABxII
PENGAWASAN DAN PEMAMAUAN

Pasal 57

Pengawasan dan pemantauao upaJra percepatan

pemrrunan stunting dilakukan dengan cara supervisi,
pembifiaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan

oleh Dinas Keschatarr Kabupaten dan/atsu Tim

Konvergensi l(abupaten.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkal
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam B€rita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Betti
pada 14 M{,

RAWAS,

2020

BUPATI

UNAWAN

Diundangl€n di Muara Beliti
padatanggal tS futi 2o2o

SEKREf,ARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RA1VAS TAHUN 2O2O NOMOR.CT
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